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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.7/Menhut-II/2014 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 
P.44/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 

PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN 
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA 

LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,  

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan, dan 
Pemindahtanganan Barang Milik Negara, telah 
ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, 
Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang 
Milik Negara Lingkup Kementerian Kehutanan 
sebagaimaan telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2012; 
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b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang 
Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri 
Keuangan yang telah Dilimpahkan kepada 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara untuk dan Atas Nama Menteri 
Keuangan Menandatangani Surat dan/atau 
Keputusan Menteri Keuangan, maka Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2012 
perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2008 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan, dan 
Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup 
Kementerian Kehutanan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 
4286);  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
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